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ABSTRAK

~T O

Naglia Remonika Putri, (2022) : Pelaksanaan Telemarketing dalam Lembaga
§ g 2 Pembiayaan di Tinjau Dari Peraturan
@9 In Otoritas Jasa Keuangan Nomor
g 5 é 6/Pojk.07/2022  Tentang  Perlindungan
23 o Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa
o B Keuangan Di Kota Pekanbaru

g2 =

@ & Ranusia dalam menjalankan aktifitasnya sangatlah di permudah dengan

adgnya'finternet.HaI tersebut dapat di lihat dari adanya kemudahan dalam
Ce§<om%ikasi dan mendapatkan informasi dengan tidak terbatas.Perkembangan
g@dhstri(c”jasa keuangan sangat pesat seiring kemajuan teknologi.Layanan
gemasaran produk atau telemarketing hingga penagihan sudah di lakukan secara
igital. Berkembangnya zaman secara global dalam praktik marketing produk
Mmembuay Lembaga Keuangan menyalahgunakan informasi atas data pribadi
AasabalpMereka secara militan menginvasi para nasabah/calon nasabah mereka
gengan< praktik telemarketing.telemarketing juga di manfaatkan untuk
mempromosikan produk. Sayangnya, kemudahan tersebut memberi sisi negatif
Bagi konsumen karena merasa terganggu dengan informasi-informasi yang tidak
ai butuhkan.Terlebih, terdapat berbagai kasus bahwa konsumen merasa tidak
gernah menyerahkan kontak pribadi pada layanan jasa keuangan tersebut.

3 Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialahBagaimana pelaksanaan
%Iemarketing dalam lembaga Pembiayaan ditinjau dari peraturan Otoritas Jasa
Keuangan nomor 6/Pojk.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat
g8i sektor jasa keuangan. Apa upaya hukum yang dapat di lakukan masyarakat
@ang merasa di rugikan akibat penawaran produk secara online kepada calon
konsumen  melalui  sarana  komunikasi  pribadi tanpa  persetujuan
Eonsum§r1.Penelitian ini merupak jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu
ﬁenelitim lapangan yang menggunakan metode yuridis empiris yakni melihat
gesuatu &Kenyataan hukum di dalam masyarakat.

% §ari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa Pelaksanaan pemasaran
groduk -;-;-melalui sarana telemarketing belum memenuhi ketentuan yang
Mmembegkan perlindungan konsumen.Pemerintah Indonesia sudah menetapkan
aturan perlindungan terhadap konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang
menggubakan metode pemasaran produk melalui sarana telemarketing dengan
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6
/P0ojk.0H2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa
Keuang@n. Namun kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha, serta
pemerirffah dan pemahaman masyarakat sehinga pelaksanaan yang telah
ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. serta sistem penyampaikan
informasi dan pengaduan menjadi poin penting yang menghambat pelaksanaan
Peraturafi Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022

V)

geqe

-
Kata Ktinci :Otoritas Jasa Keuangan, Telemarketing.
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Latar Belakang Masalah
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Perkembangan teknologi melaju dengan sangat cepat dan pesat dalam

era zglobalisasi saat ini. Perkembangan teknologi ini tentunya sangat

pupn-

men@engaruhi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan
c
masyarakat adalah perkembangan teknologi internet. Manusia dalam

QO
menfalankan aktifitasnya sangatlah di permudah dengan adanya internet. Hal

®
tersebut dapat di lihat dari adanya kemudahan dalam berkomunikasi dan
mendapatkan informasi dengan tidak terbatas. Hadirnya globalisasi di era
millenium telah membawa dampak besar di seluruh sektor kehidupan manusia
termasuk dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah
mergubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global
terug;ma di Indonesia. Teknologi dan komunikasi kini bahkan memiliki peran
yang sangat besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan masyarakat.
Hal ?u ditunjukkan lewat survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara

<
Jasa;mlnternet Indonesia (APJII). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh

AP.E!, pengguna internet di Indonesia sepanjang tahun 2021 mencapai angka
»n

210@26.769 jiwa pengguna internet dari total populasi 272,682,600 yang
~

beracbﬁi hampir keseluruhan penduduk Indonesia telah menggunakan teknologi
<
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informasi terutama internet.* Teknologi informasi saat ini bisa menjadi pedang

hI;';berng?_ata dua karena, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan
g O

z*esejahteraan kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi
5

gsaraza efektif perbuatan melawan perbuatan hukum.

g %Media informasi saat ini bisa mengakses beraneka ragam informasi baik
j:dalagw maupun luar Indonesia. Melalui komunikasi peradapan manusia bisa

Bue

mer@alami kemajuan, melalui komunikasi pula peradaban manusia bisa
mer%alami kemunduran. Menurut sejarah, untuk berkomunikasi yang lebih
jauhgantara satu dengan yang lainnya tidak mungkin bisa di capai hanya
dené]:an berbicara jarak normal, maka dari itu di perlukan penggunaan
komunikasi yang lebih moderen dan bisa mempermudah manusia untuk
berkomunikasi satu sama lain.

Perkembangan industri jasa keuangan sangat pesat seiring kemajuan
teknologi. Layanan pemasaran produk atau telemarketing hingga penagihan
sudah di lakukan secara digital. Berkembangnya zaman secara global dalam
prak%k marketing produk membuat Lembaga Keuangan menyalahgunakan
info%nasi atas data pribadi nasabah. Mereka secara militan menginvasi para

-

nasaféah/calon nasabah mereka dengan praktik telemarketing. Kata

=]
Tele;‘lgiﬁarketing berasal dari kata tele dan marketing, tele artinya luas,

L

seda(:hagkan marketing artinya kegiatan pemasaran, kesimpulan tersebut
S

menielaskan bahwa telemarketing merupakan aktivitas memasarkan produk
=

atauzjasa melalui saluran komunikasi jarak jauh. Untuk meningkatkan

-t
=]

pend@saran produk mereka lewat media sosial ataupun telepon seluler lembaga

e

-
i
-
L <]
7

4

Hasil survei internet APJII 2022 di akses dari

»
»
https://am:?‘l.or.id/survei/surveiprofiIinternetindonesia2022-21072047, pada 3 Agustus
~
o
o


https://apjii.or.id/survei/surveiprofilinternetindonesia2022-21072047
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keuangan yang mengarah kepada penyalahgunaan data pribadi. Menjual

“I;’;proqu melalui perangkat elektronik menjadi pilihan yang tepat ketika
?enﬁdahan sistem telekomunikasi ditawarkan pada produk melalui
%elemarketmg lewat telepon,dimana kontak dengan calon untuk menawarkan
‘::pm(ﬁlk menjadi penyalahgunaan oleh telemarketer lembaga keuangan dalam
‘gpen@saran produknya.

S =

g iTeIemarketing adalah suatu aturan pemasaran yang menggunakan sarana

telerzomunikasi untuk  berhubungan  dengan  pelanggan  ataupun
mer;promosikan produk yang di miliki oleh perusahaan. Telemarketing
mergpakan sarana yang efektif untuk penjualan di bidang jasa seperti Bank,
Travel, Hotel, Asuransi. Melalui aktivitas telemarketing bisa langsung di
peroleh persetujuan untuk transaksi yang di tawarkan ke pelanggan melalui
telepon. Di samping itu, telemarketing juga bisa di manfaatkan untuk
mempromosikan ptoduk.? Sayangnya, kemudahan tersebut memberi sisi
negatif bagi konsumen karena merasa terganggu dengan informasi-informasi
yangtidak di butuhkan. Terlebih, terdapat berbagai kasus bahwa konsumen
mer;i'sa tidak pernah menyerahkan kontak pribadi pada layanan jasa keuangan
tersébut.

gTawaran pinjaman yang menggiurkan ini kadang datang tak kenal
Wak::_.i;. Lembaga jasa keuangan yang menawarkan pun beragam. Terlebih
Iayaﬁan non-bank, lembaga ini pun ikut-ikutan menawarkan kredit melalui

»n
layapan telemarketing. Pesan singkat ini mau tak mau di baca nasabah yang

V]
tida&membutuhkan informasi tersebut.

i Jraed

N

N

%A fauzi dan Defri Mardinsyah, Aplikasi Exel untuk Telemarketing , (Jakarta: PT Alex

Media Kgnputmdo 2007),h. 7.
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Tidak hanya berbentuk pesan, penawaran produk juga datang melalui

ang]gllan telepon. Biasanya, produk yang di tawarkan seperti kredit motor

cgnd!:%en

ta@lnjaman uang. Tawaran datang tak kenal waktu, bahkan saat jam kerja,

elee;an penawaran itu berdering. Untuk mengecoh nasabah, terkadang sang

up 1Bunpuiy
D

na:aa pemasaran telemarketing menggunakan nomor telepon yang Kini

ucgh di beli dimana-mana. Bila telepon tidak di angkat nasabah, mereka pun

pun-aﬁuep

menﬁgulangi panggilan hingga beberapa kali. Karena makin tak terkendali,

Bue

teleiarketing yang tujuannya untuk memikat nasabah justru berubah menjadi
hal ;_Ja_mg menjengkelkan nasabah.

gDalam perkembangannya salah satu perusahaan asuransi yang
menggunakan metode telemarketing yaitu asuransi AXA Mandiri. Dalam
menjalankan tugasnya seorang telemarketer menggunakan alat bantu
komunikasi yaitu telepon. Telepon yang di gunakan untuk menghubungi
konsumen. Dalam kenyataannya terdapat keluhan dari konsumen yang merasa
tidak nyaman terhadap pemasaran produk melalui telemarketing.

gKonsumen yang mendapat telepon dari telemarketer dalam hal ini
perugahaan asuransi kemudian mereka terlibat suatu komunikasi yang berawal
dari?;,broses penawaranjasa asuransi kemudian berujung pada kesepakatan atas
jasag(ang di tawarkan oleh telemarketer terhadap konsumen. Pada kondisi ini
merizpuat banyak konsumen yang merasa terjebak atas penawaran asuransi
melaui telemarketing tersebut, konsumen yang mendapatkan telepon dalam
konési tidak siap membuat konsumen tersebut tidak begitu paham dan jelas
atas%;ernyataan yang di ajukan, bahkan konsumen tidak mengetahui ketika ada

<
perr’S{ataan tentang konfirmasi kebenaran tanggal lahir konsumen dan

nery wisey J
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konsumen membenarkan ternyata itu merupakan bagian dari pernyataan

©
esepakatan konsumen bahwa konsumen menyepakati perjanjian tersebut.’
QO
:Adanya permasalahan-permasalahan di atas, jika dikaitkan dengan
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TeI%omunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Buepun-Buep

Infoc%b‘nasi dan Transaksi Elektronik maupun peraturan-peraturan lainnya maka
terdé)at pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Pelanggaran tersebut
yait;q mengenai Short Message Service (SMS) Spam yang merugikan
kon%men. SMS Spam yang dikirimkan ke pelanggan tanpa izin si pemilik
nomor dan si pengirim pun tidak mengantongi izin dari Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia (selanjutnya disebut BRTI) ini melanggar
Permenkominfo No 01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium
dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat. Demikian pula jika konsumen atau
pengguna telepon seluler menganggap privasinya telah dirugikan, dalam UU
ITEgbada Pasal 26 jelas disebutkan bahwa: ®> “Penggunaan setiap informasi
melgiui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus
dilagukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Sehingga harus
dipalgtikan mengenai data nomor seluler yang akan dikirimkan melalui SMS
Blag' tersebut diambil dengan persetujuan dari pemilik nomor seluler yang

bers?_ahngkutan karena jika tidak mereka akan dianggap telah melanggar hak-

hak gengguna yang telah ada.

aRobby yanuareksa, Suradi, Rinitami Njatrijani, Penerapan UU ITE Dan UU

Perlindungan Konsumen Bagi Transaksi Telemarketing (Studi Pada PT AXA Mandiri) dalam
Diponego¥o Law Journal, Vol 5, No.3., 2016, h.5.

Fflanum R Helmi, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Operator Seluler Atas Adanya Short

Message Sétvice (SMS) Spam”, Jurnal Hukum. Vol. 26, No. 3, September-Desember 2011, h. 3.

#Indonesia (UU ITE) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU

Nomor.lg'Tahun 2016.
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Melihat kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat
I Q)
=pengaturan perlindungan konsumen dengan menerbitkan Peraturan OJK
QO
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di

10 exdi) ye

unpui|

Sektor Jasa Keuangan. Peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) tersebut

menqgabut POJK Nomor 1/POJK.07/2013.POJK ini memperjelas kewajiban

n-Buepun 16

pring__ip keterbukaan dan transparansi informasi produk dan layanan serta
gpenégkatan perlindungan data dan informasi konsumen.
§Pada intinya, dalam Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Perlgfr_]dungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dalam
pasa?l) 25 ayat 1 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang melakukan
penawaran produk dan/atau layanan kepada calon konsumen melalui sarana
komunikasi peibadi tanpa persetujuan calon konsumen. °Pujk dilarang
memberikan data dan atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada
pihak lain. Kemudian, PUJK juga dilarang memaksa persetujuan konsumen
dalam menyerahkan data atau informasi pribadi.’
gNamun pada kenyataanya di kalangan masyarakat masih banyak PUJK
yan% tidak mematuhi aturan tersebut, melakukan penawaran produk dan atau
Iaya?]an kepada calon konsumen melalui media komunikasi atau yang biasa di
sebu:; telemarketing tanpa seizin konsumen hingga memberikan maupun
men&alahgunakan data dan/atau informasi pribadi konsumen maupun calon
kon?_gmen kepada pihak lain, sehingga tidak terlaksananya aturan tersebut

dengan semestinya. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang

oY)
dike@ukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang

ie_:.lndonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6 /Pojk.07/2022 Tentang

Perlindunigan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 25 ayat (1)

Mochamad Januar Rizki, POJK 6/2022 Larang Telemarketing Produk Jasa Keuangan Tanpa

Persetujuan Konsumen, https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-6-2022-larang-telemarketing-produk-
jasa-keuangan-tanpa-persetujuan-konsumen-1t6287737¢a5230,pada tanggal 22 juni 2022 pukul 11:22.

nery
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berjudul, Pelaksanaan Telemarketing dalam Lembaga Pembiayaan di

r ©

%Tin}gu Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.07/2022
T o

gten@ng Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa
?(e%ngan di Kota Pekanbaru.

: B

" =

: §Bat§san Masalah

& [E

§ —Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik
=]

@ o

yangdi teliti maka peneliti membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada
Pel%sanaan Telemarketing dalam Lembaga Pembiayaan di Tinjau Dari
Peref';t)ﬁran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.07/2022 tentang
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan di Kota

Pekanbaru.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat

di ké;nmukakan permasalahan sebagai berikut :
a
1. Bagaimana pelaksanaan telemarketing dalam lembaga Pembiayaan

V]
éitinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 6/Pojk.07/2022
(@
%.ntang Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan ?
()

2. E\pa upaya hukum yang dapat di lakukan masyarakat yang merasa di
«

fugikan akibat penawaran produk secara online kepada calon konsumen
»n

= . G .
melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen ?

nery wisey juredg u
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Tujuan dan Manfaat Penelitian

Buepun-Buepun 16unpuig e3di) yeH

=

R

©

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

)

2
s_gbagai berikut :

nery @sns NN Y!1w 23d

Untuk mengetahui Pelaksanaan Telemarketing Dalam Lembaga
Pembiayaaan Di Tinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di
Sektor Jasa Keuangan Di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat
yang merasa dirugikan akibat penawaran produk secara online kepada
calon konsumen melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan

konsumen.

Berdasarkan penelitian ini di harapkan dapat diambil manfaatnya baik

bagi penulis sendiri maupun pihak lain.

nery wisey JireAg uejyng yo AJISIdATU) dTWER[S] 3§L]}S

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kemajuan ilmu hukum khususnya dalam
bidang perlindungan konsumen terhadap jasa layanan operator
seluler.Selain itu, untuk lebih mengambangkan penalaran, membentuk
pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti
dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.Dan dapat menjadi referensi
atau menambah wawasan terhadap siapapun yang ingin

mempelajarinya terutama di bidang hukum perdata.
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Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penulisan skripsi ini dapat untuk
menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan
teori yang telah diperoleh selama kuliah serta untuk mengetahui
permasalahan yang timbul serta berusaha untuk meberikan masukan
dalam bentuk pemikiran kepada masyarakat atau pihak yang
menghadapi permasalahan mengenai perlindungan hukum dan upaya
masyarakat yang merasa dirugikan akibat penawaran produk yang
tidak di inginkan dengan melalui sarana komunikasi karena

pelanggaran privasi.
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KAJIAN PUSTAKA

uan Umum Tentang Telemarketing

m ey

engertian Telemarketing
Telemarketing merupakan salah satu media yang digunakan

lam penerapan pemasaran langsung (Direct Marketing) dan merupakan

NSNIN NI

fgula bentuk dominan dari pemasaran langsung. Ada beberapa definisi

e

t#ntang telemarketing, menurut Bob Stone seorang pakarDirect Marketing:
)

‘CTeIemarketing mendayagunakan telekomunikasi canggih dan teknologi
telekomunikasi dikombinasikan dengan personal selling dan keterampilan
pelayanan untuk menolong perusahaan menjaga hubungan dekat dengan
pelanggaan dan pelanggan potensial (potential customer), menaikkan

penjualan dan  meningkatkan  produktivitas, sedangkan  Burns

mendefinisikan sebagai,Sumber daya manusia dikombinasikan dengan

d1e

teknologi komunikasi yang ditujukan untuk menaikkan, penjualan, laba,

e[s

pelayanan pelanggan, dan produktivitas dengan cara professional.?

Telemarketing adalah  suatu saluran pemasaran yang

dATUN] D

menggunakan sarana telekomunikasi untuk berhubungan dengan
<
@Ianggan ataupun calon pelanggan dalam mengkomunikasikan ataupun

»n
@empromosikan produk yang dimiliki oleh perusahaan.

[ Juiedg ue

N
4

wHarry T. Yani Achsan, Perancangan Sistem Informasi Telemarketing (Jakarta: Fasikom

Ul, 1998%h. 13,

nery

10
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Telemarketing merupakan sarana yang efektif untuk penjualan di

©

bidang Jasa, Seperti Bank, Travel, Hotel, Asuransi.Melalui aktifitas
QO

t’_(;lemarketing bisa langsung di peroleh persetujuan untuk transaksi yang di
©
tawarkan ke pelanggan melalui telepon.Di samping itu, telemarketing juga

w

bisa di manfaatkan untuk mempromosikan produk.

Berdasarkan prosesnya, telemarketing dapat di bagi menjadi

NIN

&?bound telemarketing dan outbound telemarketing.®

Outbound telemarketing

nerykeys

Outbound telemarketing merupakan jenis pemasaran yang lebih
aktif dibandingkan inbound telemarketing. Petugas menghubungi
pelanggan berdasarkan database yang di miliki perusahaan.Pelanggan
di berikan informasi tentang produk dan sekaligus menawarkan produk
tersebut.

Dengan ketatnya persaingan bisnis saat ini, terutama dalam
memasarkan produk dan jasa, tentunya caraoutbound telemarketing
akan lebih efektif.

Outbound telemarketing lebih sulit di lakukan dan memerlukan
persiapan yang matang di bandingkan dengan inbound telemarketing.
Dalam inbound telemarketing, pelanggan menghubungi perusahaan
karna tertarik denagn suatu produk yang di promosikan. Sedangkan

dalam outbound telemarketing, petugas harus menawarkan barang

\.fauzi dan Defri Mardinsyah, Loc.cit.

nery widgey jriedg uejng jo A3ISIaATU) dIWR[S] 383§
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kepada pelanggan yang belum mengetahui samasekali tentang produk

©
— tersebut.’?
QO

TTelemarketing  berdasarkan  telepon yang masuk  (Incoming

10

elemarketing).

Yaitu layanan telemarketing yang di sediakan oleh produsen untuk

Alw eyd

Spara pelanggan potensial atau konsumen yang termotivasi dan memenuhi

N

Qyarat untuk meminta informasi produk atau jasa, memesan langsung
(7))

amemberikan pengaduan atau mengungkapkan keluhan atas produk yang
giitawarkan oleh perusahaan tersebut kepada pelanggannya serta meminta
keterangan tentang dealer atau outlet terdekat.™
Selain jenis yang dikemukakan diatas, terdapat juga empat jenis

Telemarketing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, yaitu :
a. Tele-penjualan (Telesales)

Menerima pesanan dari katalog atau iklan dan juga melakukan
telepon keluar.
Tele-jangkauan (Telecoverage)

Menelpon pelanggan untuk mempertahankan dan memelihara
hubungan dengan pelanggan-pelanggan utama.
Teleprospecting

Mengaktifkan dan mengkualifikasikan calon-calon baru untuk

ditutup saluran penjualan lain

s®Y JuieAg uej[ng Jo AQSIIATU JTWELS] d}e}S

bid., h. 8.
‘Harry T. Yani Achsan,Op.Cit.,h. 15.

u

nery
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2. Landasan Hukum Pelaksanaan Telemarketing

Buepun-Buepun 16unpuiig e3d1d ¥eH

Landasan hukum Pelaksanaan telemarketing dalam Kitab Undang-

IT)EH ©

ndang Hukum Perdata harus memenuhi unsur-unsur tentang adanya

sepakatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan nasabah,

ecakapan nasabah, objek yang diketahui oleh nasabah, serta sebab yang
lal dari itikad baik lembaga keuangan. Namun, untuk tercapainya
laksanaan telemarketing antara nasabah dengan operator telemarketer
mbaga keuangan melalui lisan ataupun tulisan, perjanjian tersebut sah

n menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat. Sebab Kitab

NB1Y BYSES NEN JF1w Ed

Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur ketentuan bahwa setiap

perjanjian yang dibuat harus tertulis, ataupun tidak tertulis (lisan).*?
Pelaksanaan telemarketing lembaga keuangan melalui media

elektronik dapat digolongkan sebagai bentuk transaksi elektronik karena

dilakukan melalui sarana telekomunikasi telepon.**Bentuk transaksi
w»

éélektronik dilakukan melalui sarana telekomunikasi telepon untuk
ﬁ'fenawarkan produk/jasa kepada nasabah agar tertarik sehingga

-

u

I

menimbulkan hubungan hukum/perikatan.

lembaga keuangan dalam melakukan telemarketing kepada

Aglsm/\}un

sabah dilarang dalam menawarkan, menjual ataupun mempromosikan

oduknya baik barang/jasa yang dilakukan dengan menggunakan telepon

}n&jyo

seluler tanpa persetujuan konsumen.
9]

g
PAndika Prawira Buana, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Bentuk

PerjanjiarMelalui Telemarketing, Vol 9, No, 2, Oktober 2019.

Hlyas, Keabsahan Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Ditinjau Dari

UndangLﬁ’idang Nomor 11 Tahun 2008, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.2, Agustus 2012,

h. 201.

nery wr
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Lembaga keuangan dilarang melakukan penawaran produk

;;?_an/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana
gqmunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen. Aturan terhadap
%mbaga keuangan dilakukan untuk memberikan secara spesifik tentang
;%agaimana cara yang sah dalam melakukan penawaran/menjual produk.

gerta memberikan aturan yang spesifik dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas
iﬁsa Keuangan Nomor : 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen
(7))

Ban Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Yang meliputi ;**

PUJK dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada
calon Konsumen melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan
calon Konsumen.

PUJK dilarang mewajibkan persetujuan penawaran produk dan/atau
layanan melalui sarana komunikasi pribadi sebagai syarat penggunaan
produk dan/atau layanan.

c. Dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen menarik persetujuan
atas penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi
pribadi, PUJK wajib menghentikan penawaran produk dan/atau
layanan.

nse |y

=3

Tinjauan umum tentang Lembaga Pembiayaan
V)

1. Elengertian Lembaga Pembiayaan
)
2 Menurut kepres No. 61 tahun 1988 di jelaskan bahwa lembaga
(2}
&mbiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
<
(1) . B .
pembiayaandalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak
< :
glenarlk dana secara langsung dari masyarakat.™
»n
=
&
=
wn
<
5
B Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6 /Pojk.07/2022 Tentang
Perlindunigan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 25

» Marfatun uliya, mengenal ojk dan lembaga keuangan, (yogyakarta : anggota IKAPI

2017), hz85.

nery



)

g

ozl

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z
‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

VY YNSAS NIN
pf0}
|

\

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

Buepun-Buepun 16unpuiig e3d1d ¥eH

15

Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur :*°

a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan
untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalambidang usaha
lembaga pembiayaan.

b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas
dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang
membutuhkan.

c. Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu

keperluan.

nely eysng NIN Y!lw ejdio yeq o

d. Barang modal, yaitu barang yang di pakai untuk menghasilkan
sesuatu.
e. Tidak menarik dana secara langsung.

f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu

tempat.
&
% Selain itu juga menurut peraturan presiden nomor 9 tahun 2009
gntang lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha
%ng melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau
l;iiérang modal
ééranan lembaga pembiayaan
ic,'; Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang lebih penting, yaitu
gbagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial

wn
Entuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.Di samping peran

I

A3

ibid, h. 86.

wgge
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tersebut lembagapembiayaan juga memiliki peran penting yaitu

©)
menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan

QO

gktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini di harapkan
©

masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang
3

&mum di alami yaitu faktor permodalan.’

=

Kedudukan lembaga pembiayaan dalam lembaga keuangan

Lembaga keuangan di indonesia merupakan suatu sistem yang di

B3SNS N

lamnya terdapat sub-sub sistem yang secara garis besar sub sistemnya

Ne 1y

rbagi menjadi dua yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan
bukan bank. Dimana lembaga keuangan bank masuk dalam otoritas bank
indonesia yang selanjutnya dapat di klasifikasikan sebagai bank umum,
bank syariah, dan BPR, sedangkan lembaga keuangan bukan bank menjadi
otoritas departemen keuangan, bidang-bidang usahanya adalah pegadaian,

pasar modal, dana pensiun, asuransi dan lembaga pembiayaan.*®

jeis

: Tragsaksi Elektronik

1. g_engertian Transaksi Elektronik
A
é:_ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-
é}.ndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
E:Iektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data
éjektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
S
Eancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik
M)
g:lbid, h. 87.
2'Ibid

nery
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(electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda,

©

angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki
QO

a?ti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*®
©
® Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
3

Fahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Al

f#an Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
Z

g‘ienggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik

(]

Rinnya.”

Py . . . .
& Sedangkan pengertian dari Teknologi Informasi berdasarkan

<]

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Teknologi
Informasi adalah, suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau
menyebarkan informasi.”* Namun dalam hal layanan pinjam meminjam

uang, pengertian Teknologi Informasi sendiri tidak jauh berbeda dengan
V)

-

Yang diutarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 1 angka 5

»

[

Qeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang

Pt

(2]

ananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu,

ot

7§ekno|ogi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,

X

uejng jo A31s

&’ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2088 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat (1)

% Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2088 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat (2)

% Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11

Tahun 20..58 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat (3)

nery
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menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumbkan, menganalisis, dan/
©

atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.?

Dengan merujuk kepada pengertian-pengertian diatas, maka dapat

simpulkan bahwa proses penawaran pinjaman yang dilakukan

IBw &dio ye

enggunakan layanan pesan singkat atau SMS (Short Message Service),

2

hatsApp ataupun telepon bisa digolongkan sebagai Informasi Elektronik,

ansaksi Elektronik, dan juga Teknologi Informasi.

4SNS NI

QO
. Otogjtas Jasa Keuangan

)

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
Pasal 1 Ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah
lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-

V)
#ndang tersebut.?® Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang

IS

dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintregasi

JIU

=]

érhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

f Otoritas Jasa Keuangan adalah institusi yang bukan hanya
tienyandang independen, berdiri sendiri, namun wewenangnya juga

rbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia

TeAgmxe)|

% Pasal 1 Angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Zlndonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,

Pasal 1 Ayat (1)

nery



‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

VY YNSAS NIN
()

&

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

)

'cc;l)

>

o
)

\

Buepun-Buepun 16unpuiig e3d1d ¥eH

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

19

yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan,
©)

ramun OJK memiliknya.

Sehubungan dengan sistem baru kinerja institusi keuangan di

donesia yang nota bene adalah salah satu pilar sistem keuangan dan

w 1d1o ye

perekonomian bangsa yang harus dijaga dan tegak berdiri agar tidak

A

éenggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa secara keseluruhan. Hal-

ﬁél yang perlu dicermati terkait dengan lahirnya lembaga baru tersebut

(]
o

khususnya pada masa transisi penyerahan tugas-tugas tersebut antara lain

Py

terkait: wewenang penyidikan, pungutan (fee), sarana dan prasarana, acuan

sistem kerja (best practise) lembaga tersebut dengan lembaga-lembaga

yang ada di negara lain.

a. Tujuan dan Fungsi

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan adalah :*

1) Untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil,
transparan, akuntabel;

2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil,

3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk menyelenggarakan
sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.?

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan

didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan

Pasal 4.

Pasal 5.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan,

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan,

neny wisey Jiigdg uejng yo AJISIdATU) dTWE[S] 3}e}§
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pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti
perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana
pensiun dan asuransi. Sebelum ada OJK, pengawasan industri
keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank
Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri
keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan nonbank
dan pasar modal yang dulu di Kementerian Keuangan dan Bapepam-
LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012.
Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada
tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun
2015.
Tugas dan Wewenang
Tugas Otoritas Jasa Keuangan terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang
mempunyai tugas diantaranya adalah :
1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan

pengawasan terhadap:

a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal

c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,

lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 6

nery wis®y JrreAg uejpng yo AJISIdATU) dTWE[S] 3}e}§

ndonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan,
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2) Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor
perbankan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai
berikut:?’

a) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang
meliputi, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor
bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan
dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi
bank, serta pencabutan izin usaha bank dan kegiatan usaha bank,
antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan
aktivitas di bidang jasa;

b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang
meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio
kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit,
rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank,
kemudian laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan
kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit (credit
testing) serta standar akuntansi bank;

c) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank
meliputi manajemen risiko tata kelola bank, prinsip mengenal
nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan
terorisme dan kejahatan perbankan, dan pemeriksaan bank.

Selain itu OJK juga mempunyai wewenang lainnya yang diatur
dalam Undang-Undang tentang OJK, diantaranya:*®

1) Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK;

2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan;

3) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa
keuangan;

5) Emenetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah
tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;

7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola
statuter pada lembaga jasa keuangan;

Pasal 7

Pasal 8

s®Y RieAg uej[ng Jo AJISISATU dIWER]S] 3}e}§
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ndonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan,
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8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta
mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan
kewajiban; dan

9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 juga
menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK, OJK mempunyai
wewenang:*

1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap
kegiatan jasa keuangan;

2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan
oleh kepala eksekutif;

3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan
konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan,
pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan;

4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan
dan/atau pihak tertentu;

5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;

6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan; dan

8) Memberikan dan/atau mencabut:

a) lzin usaha;

b) lzin orang perseorangan;

c) Efektifnya pernyataan pendaftaran;

d) Surat tanda terdaftar;

e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;

f) Pengesahan;

g) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
h) Penetapan lain,

Pasal 9

s®Y JireAg uejng yo AJISIdATU) dDIWR][S] d}e}g
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ndonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan,
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Analisis Hukum Islam Terhadap Telemarketing
£ ©
% TPemasaran adalah proses dan manajerial dimana seseorang atau
T o
Eseke’iompok orang memperoleh apa yang dibutuhkan dan diinginkannya
©

melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai.*® Pemasaran dalam Islam
3

dakah bentuk mu‘amalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam
-~

egaga proses transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan
syar@h. Sedangkan menurut Kertajaya dan Sula Syariah marketing adalah
»

sebl%h disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan,
pena;Waran dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya,
yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip
mu‘amalah (bisnis) dalam Islam.** Definisi ini didasarkan pada salah satu
ketentuan dalam bisnis Islam yang tertuang dalam hadis Nabi riwayat
Tirmidzi:”

38 208 Ua ) agdas i e Gpatiually L palal sivdlas alalayialiaiity Sisatial

(ss G s (8 gdasill ol gy) loa Al

S| 23elg

Artigya :Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali
8

perdgmaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,

=]
dan %aum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

-t

me@'halalkan atau menghalalkan yang haram‘. (HR. Tirmidzi dan ‘Amr bin

=
‘Auf).

Ag uejn

% Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah, ( Jakarta:Bumi Aksara,2008),h. 1.
. Hermawan kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing,(Bandung:Pt

Mizan Pugtaka,2006),h. 9.

#  Al-Hafiz 1bnu Hajar  Al-Asgalani,Bulughul Maram, (Jakarta:Pustaka Al

Kautsar,2815),h. 48.
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il
Selain itu, didalam kaidah figih juga mengatakan :**
5 © _ < Bhoy w wy & @ S ¢ w3 % . fyo -
§ Q:I)Z L@F&é&ﬂ\dé@&ﬁﬁ}“f\ﬁ‘éd@ﬁ\
g =
§< Paga dasarnya semua bentuk muamalah [bisnis] boleh dilakukan kecuali ada
Q.
5 o
“;;dall?lang mengharamkannya).
2 =
§ = Ini berarti bahwa dalam marketing syariah, seluruh proses, baik proses
c |[E
§'pen&ptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (value), tidak
@ o

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip
-

Q
muagpalah yang Islami. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan

QO
penyimpangan prinsip-prinsip muamalah Islami tidak terjadi dalam suatu

transaksi apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan. Allah mengingatkan
agar senantiasa menghindari perbuaran zalim dalam berbisnis termasuk dalam
proses penciptaan, penawaran dan proses perubahan nilai dalam pemasaran.
Pemasaran dalam Islam juga diatur dalam fatwa DSN-MUI No:
75/I;_2,§N-MUIN [1/2009 tentang penjualan secara langsung berjenjang syariah.

V)
Men:Urut MUI, penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang

»

[

atau:;fjasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau

Pt

(2]

badash usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usahanya secara

bert§.rut-turut. Namun fatwa tersebut lebih tepatnya dalam bidang strategi
pem%saran MLM (Multi Level Marketing) adalah strategi pemasaran di mana
tenafgna penjual (sales) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan
yan%)mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka

=
rekrgt.
-

wagey

‘Sudanto, Masailul Fighiyah Al-Haditsah (Yogyakarta:CV Budi Utama,2018), h. 8.

nery
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£
)

Pada umumnya, tenaga penjual menjual produk perusahaan secara

J)jeH

©)

angsung kepada konsumen yang merupakan orang terdekat atau melalui
QO
2

emasaran dari mulut-ke-mulut.Sedangkan telemarketing adalah suatu strategi

pu||._8 eydi
d

pemasaran dengan menggunakan media telepon (Call Center). Dalam fatwa

. 3

ersebut, MUI memutuskan beberapa ketentuan yang harus terpenuhi dalam
-~

1Bun

=4

ela;kukan sebuah pemasaran produk, diantaranya sebagai berikut:*

Buepu -Suerg_un

a. (,:’)Adanya obyek transaksi riil yang diperjual belikan berupa barang atau
(7))

x -
® produk jasa.
2
b.gBarang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang
diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram.
c. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar.
Berdasarkan hal tersebut, dapat di simpulkan bahwa menawarkan
produk menggunakan strategi telemarketing itu boleh, asal tidak ada hal yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah seperti yang di jelaskan di
w»
atas.%arena kegiatan pemasaran harus di dasari dengan semangat beribadah

kepaﬁa tuhan yang maha esa dan berusaha semaksimal mungkin untuk
=

kese@hteraan bersama.
=]

. Penglitian Terdahulu

-t

S

1. Skripsi yang ditulis oleh Bakri Sondang Siahaan “Pelaksanaan

(0]

ﬁelemarketing Pada Lembaga Keuangan Dalam Rangka Perlindungan
=
gtas Informasi Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun

wn
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik” Persamaan dari kedua

I

ey J

uR

Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/V11/2009,h. 6.

nery v
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penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang telemarketing.

©
Berbedaannya yaitu dari penelitian Bakri Sondang Siahaan membahas

QO
t;;ntang perlindungan atas informasi dara pribadi akibat telemarketing
©
sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan
3
telemarketing dalam lembaga pembiayaan Di Tinjau Dari Peraturan
=

gtoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang perlindungan

Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
(7))

gkripsi yang di tulis oleh Kristania Felita Tarigan “Perlindungan Hukum
P

i’érhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Privasi Melalui Sms Blast”
persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang
perlindungan konsumen terhadap sms spam sedangkan perbedaannya yaitu
dari penelitian kristina felita tarigan lebih membahas mengenai
pelanggaran privasi dari sms blast sedangkan pada penelitian ini

membahas perlindungan terhadap penawaran lembaga pembiayaan tanpa
w»

—
%izin konsumen.

Ll

g'kripsi yang di tulis oleh A. Irma Sutra Dewi “Perlindungan Hukum Bagi
5

-
Pt

Ronsumen Atas Sms Spam Yang Dikirim Oleh Operator Seluler”

N

gérsamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang

SI

put

perlindungan konsumen atas sms spam sedangkan perbedaannya yaitu dari

Jo

penelitian A. Irma Sutra Dewi lebih membahas spam oleh operator seluler

n

sedangkan pada penelitian ini lebih membahas spam telemarketing dari

wn
yanan dan/atau jasa keuangan.

I
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©
Islam Dan Peraturan OJK No.1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan

V)

.y
Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terhadap Telemarketing Di PT.Asuransi
©
Bigna Surabaya” persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama sama
3

membahas mengenai telemarketing sedangkan pebedaannya yaitu dari
=

%nelitian Sigit Siputra Angga Pranata membahas mengenai telemarketing
&én pemasaran menurut hukum islam dan Peraturan OJK

(]

§0.1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Py

E(euangan sedangkan pada penelitian ini lebih membahas pelaksanaan
telemarketing bedasarkan hukum konvensional Di Tinjau Dari Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang perlindungan

Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

Jents dan Sifat Penelitian

w eigo YeH O

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian

NnA!

0Si

[72]

ogis adalah penelitian ilmiah yang merupakan investigasi fenomenal

sec sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis di pandu oleh teori dan

nSENI

hipdfesis tentang hubungan antar fenomena, penelitian sosiologis yaitu
QO

penefitian yang di lakukan langsung ke lapangan yang dilakukan baik melalui
QO
survei ataupun penyebaran kuisioner.*® Survei merupakan metode
pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada
responden individu dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang
mereka pikir, rasakan, atau kecendrungan suatu tindakan. **Penelitian ini
termasuk data primer yang di peroleh langsung dari masyarakat.*’
®Penelitian ini adalah penelitian empiris karena peneliti ingin mengetahui

o)

pelagsanaan telemarketing dalam lembaga pembiayaan Di Tinjau Dari

—_—

V]
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang

(2}

perlﬁ;\dungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

9A

e
»

Pengekatan Penelitian
Q

o Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitain ini adalah
o

pen@ekatan sosiologi hukum, yang menganalisis tentang bagaimana reaksi
92)

~
¥ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,

(Depok : Brenada Media Grup, 2016), h. 124,

¥ Masri Singarimbun Dan Effendi Sofian, Metode Penelitian Survei, (Jakarta : Pustaka

LP3ES Iriflonesia, 2006), h.112.

Zlbid, h.149.
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serta interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam

= ©

%masy_arakat atau efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun ke
o g

E = . . 38

olapangan untuk mencari data yang diperlukan.

i 2

=2 ~r

‘g QO

.§Lok§_si Penelitian

1 =

g =

@ Z Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini merupakan
c

=1 e

gpeﬁlitian hukum sosiologis yang dilakukan di di Kantor Otoritas Jasa

Keéﬂngan Riau. Yang beralamat di JI. Arifin Ahmad No. 35, Sidomulyo
QO

Tir®, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.
W)

Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat
penelitian penulis karena lokasi tersebut sangatlah mudah dijangkau oleh
penulis untuk melakukan wawancara mengenai Pelaksanaan Telemarketing
dalam Lembaga Pembiayaan di Tinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 6/Pojk.07/2022 Pasal 25 Ayat 1 Tentang Konsumen Dan Masyarakat

Di Sektor Jasa Keuangan Di Kota Pekanbaru.
o)

o

Subg;mek Dan Objek Penelitian
8
=

cAdapun subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang

=]
men:gapatkan penawaran telemarketing melalui media komunikasi, Otoritas

-t

JasaéKeuangan Kota Pekanbaru.Sedangkan objek dari penelitian ini adalah

Q
pelaksanaan telemarketing di sektor jasa keuangan.

[ JraeAg uejn

>

Y

» Salim HS dan Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan

Disertasi,E(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20

h |

£
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(=

o«
)

E. Populasi dan Sampel

;1laquins ueyingakuaw uep uejwnyuesuaw edue) (Ul sijn} eAiey yninjas neje uelbeqes dijnbusw bBuele|iq ‘|

% gPoupuIasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas
Tgobjel’;/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
gditet%pkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik
?esi%pulan.\]adi, populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau
%objeg yang menjadi penelitian.® Subjek dalam populasi ini jika diteliti adalah

berl@itan dengan orang, karena orang inilah yang akan dijadikan sumber
()

2
informasi atau sumber dalam meperoleh data melalui alat pengumpulan data.
Py

Pop@iasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu
dan tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Adapun yang menjadi populasi
dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru

2. Konsumen yang mendapat spam Telemarketing

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka
92]

pent%is melakukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau

seb&ian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek
=

-

pengéitian.Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian

=]
kualiiatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau

-
»

partgéipan, informan, dan lain-lain.Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk
Qo

mer@wasilkan teori.Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa sampel adalah
o

seb@ian atau wakil populasi yang diteliti.*’

ainuddin ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 98.
arjo, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), h. 45-47
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Metode yang dipakai adalah metode purposive sampling, Vyaitu

= ©
amenetapkan sejumlah sampel yang memiliki jumlah populasi yang ada, yang
g O
;J(ateygsori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.**Untuk lebih
-
§jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawabh ini.
=g
G
2 = Tabel I11.1
a [& Populasi dan Sampel
S =
g NG Responden Populasi | Sampel Presentase
£ | Kepala OJK 1 1 100 %
22 | Konsumen yang mendapat 36 36 100%
© | spam telemarketing
3 [ Jumlah 37 37 -

Sufhber : Data Olahan Penelitian Oktober-November(2022)

Data dan Sumber Data

Data adalah fakta atau keterangan mengenai segala hal yang dapat

digunakan sebagai bahan untuk membuat

informasi.Informasi  yang

merupakan inti sari sebuah data digunakan sebagai alat untuk mengambil

keputusan. Dalam penelitian ini, penulis menggunkan dua sumber data yaitu :

oV
1. Bata Primer

wejys

I

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung

dari sumbernya melalui wawancara serta laporan dalam bentuk dokumen

un

fidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.** Data ini diperoleh

SI9

géngan melakukan wawancara melalui google form kepada konsumen

N , : , L
yang mendapat penawaran secara online melalui media komunikasi
e

pribadi

7))

e

V)

-t

-

~

% Yan Pramadya puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka limu, 1977), h. 281
ﬁ'Zainudin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 21.
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@
wn
@D
Py
c
S
o
D
N

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan

putusan atau penelaahaan terhadap berbagai litelatur atau bahan pustaka

B1d1FieH o

ng berkaitan dengan masalah dan materi penelitian atau yang sering

1 W

sebut dengan badan hukum.*”® Data dapat berupa bahan-bahan pustaka,

erti buku-buku, undang-undang, peraturan perundang-undangan yang

NEN

ﬁ’endukung penelitian ini.
2
QO

. Met8de Pengumpulan Data
W)

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk

mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada dilapangan. Untuk

pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti

gunakan adalah :

1.

Observasi

0 yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau
Eeninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk
r}engetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah
iésain penelitian yang sedang dilakukan

‘%/awancara

yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan
rasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok

rmasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.

sg) Juedg ugngyo A3rsi

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada, 2003), Cet. Ke-5, h. 121.
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w
>
>

«
~
D
~—

yaitu dengan mengumpulkan hasil angket dari beberapa

asyarakat yang ingin di wawancara.

Menurut Zainal Arifin, angket merupakan instrument penelitian
ng berisikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring
ta atau informasi yang harus dijawab oleh responden secara bebas sesuai
ngan pendapatnya.** Terdapat tiga jenis angket :

Angket tertutup yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dengan
sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Responden akan menceklis
jawaban yang paling sesuai dengan dirinya.

Angket terbuka merupakan angket yang memberi kesempatan penuh
untuk memberikan jawaban yang dirasa perlu oleh responden. Dimana,
peneliti hanya memberikan sejumlah pertanyaan yang berkenaan
dengan masalah penelitian dan meminta responden menguraikan
pendapat atau pendiriaannya dengan panjang lebar bila diinginkan.
Angket campuran merupakan angket gabungan antara angket tertutup
dan angket terbuka. Dimana, peneliti membuat sejumlah pernyataan
dengan jawaban yang sudah terdapat pilihannya dan pertanyaan
dengan jawaban uraian.

Berdasarkan hal ini, peneliti menyebarkan angket pada pihak

rkait dalam penelitian ini, yaitu kepada konsumen yang mendapat

nawaran secara online melalui media komunikasi pribadi.

N
>

g.ZainaI Arifin, Penelitian Pendidikan — Metode dan Paradigma Baru, (Bandung : PT.
Remaja Rgsdakarya, 2012), h. 228
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s © _ . . . : .
~ b yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-
T
; ﬁ—uku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini
5 o
§ digunakan untuk mencari bahan hukum sekunder guna mendukung bahan
Q
G .
§ l;:‘gkum primer.
‘g -~
€ C
.2Metede Analisa Data
&
o, Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-
2

alat;statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.*® Dalam
perglitian ini, analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif. Analisis
deskriptif adalah analisis yang menggambarkan karakteristik suatu fenomena
yang menjadi perhatian khusus dalam sebuah penelitian.*® Dalam hal ini
penulis menganalisis menganai fakta-fakta dan data-data mengenai
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga pembiayaan yang
melgkukan telemarketing di Kota Pekanbaru yang akan di hubungkan dengan

oV
teofi-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga nantinya tercapai kesimpulan

QD
~
dTusb[s
e

=
g™

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 249
.Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),
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BAB V
PENUTUP

pulan

]

masalah di atas dapat di simpulkan sebagai berikut :

w e

1. Pelaksanaan pemasaran produk melalui sarana telemarketing belum
-~

éemenuhi ketentuan yang memberikan perlindungan konsumen.

g’emerintah Indonesia sudah menetapkan aturan perlindungan terhadap
(7))

konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang menggunakan metode
Py

éémasaran produk melalui sarana telemarketing dengan menetapkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6
/Pojk.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor
Jasa Keuangan. Namun kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha,
konsumen, serta pemerintah sehinga pelaksanaan yang telah ditetapkan
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itikad baik dari pelaku usaha sangat

w»
gibutuhkan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang

ﬁ'terasa dirugikan.
8

: gpaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian

=]
;Ebépat melakukan komplain langsung kepada pelaku usaha serta konsumen

-t

dapat menuntut pelaku usaha untuk mempertanggung jawabkan kerugian
Q
Q“ang diderita. Konsumen yang dirugikan juga dapat melapor kerugiannya
=
§rsebut kepada OJK, untuk mendapatkan pendampingan dalam upaya

wn
Eenyelesaian sengketa, dan apabila cara penyelesaian ini tidak berhasil

nery wisey J
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maka konsumen bisa melapor kerugiannya tersebut ke pengadilan atau

g O : :

; ?dan penyelesaian sengketa lainnya.

F =

o (¢}

.3Saran

£ 5

§Ada§un saran yang ingin di sampaikan penulis adalah :

Q =

al. I’<‘C'epada Otoritas jasa keuangan agar lebih mensosialisasikan tentang

=

=1 2

§ éelaksanaan telemarketing yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
c
Reuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 tentang
Q
Péerlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.dan
)
febih melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank maupun
non bank

2. kepada pelaku usaha lItikad baik dari pelaku usaha sangat dibutuhkan

untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang merasa

dirugikan.
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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
] ‘\nf' uglillq diey il ad<
Vﬂ FACULTY OF SHARI’AH AND LAW

" g J1. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
( UIN SUSKA RIAU Web. www fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

L. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DILiS
i

Nomor  : Un.04/F.I/PP.00.9/9585/2022 Pekanbaru, 13 September 2022

Sifat : Biasa
! Lamp. - 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
Kepada

Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum

; Universitas Sultan Syarif Kasim Riau -
Nama - NADIA DEMONIKA PUTRI
NIM : 11820725110
Jurusan : llmu Hukum S1
Semester . IX (Sembilan)
Lokasi - Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
Perlindungan Hukum Terhadap Penawaran Secara Online Kepada Calon Konsumen Melalui
Sarana Komunikasi Pribadi Tanpa Persetujuan Konsumen di Tinjau Dari Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Pasal 25 Ayat 1 di Kota Pekanbaru,
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Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung. selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai

tanggal surat ini dibuat. Untuk itu,kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud. ’

Demikian disampaikan, terima kasih.

0501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau
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PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 'q; =
Nomor : 071/BKBP-SKP/2060/2022 F[EI
L

a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan
Surat Keterangan Penelitian.

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang . Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/50410 tanggal
14 September 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan
pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama . NADIA DEMONIKA PUTRI

2. NIM ;11820725110

3. Fakultas . SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

4. Jurusan . ILMU HUKUM

5. Jenjang £ 81

6. Alamat . JL. KASTURI KAMPUNG SUKARAMAI KEL. MINAS JAYA KEC. MINAS-
SIAK

7. Judul Penelitian . PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENAWARAN SECARA
ONLINE KEPADA CALON KONSUMEN MELALUI SARANA
KOMUNIKASI PERIBADI TANPA PERSETUJUAN KONSUMEN DI
TINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
6/POJK.07/2022 PAS5AL 25 AYAT 1 DI KOTA PEKANBARU

8. Lokasi Penelian ~ : KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak
ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat
Keterangan Penelitian ini diterbitkan.

3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan fhoto copy
Kartu Tanda Pengenal.

4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan
Yth: 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

nery



‘nery eysns NN uizi edue) undede ynjuaq wejep iUl sin} Ay yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|iq g

NV VISNS NIN
o0\

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

"yejesew njens uenefur} neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwy eAiey uesinuad ‘uenijeuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynjun eAuey uedinbusad ‘e

nery

oK

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.01/K0.0531230

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nomor : S-451/K0.053/2022 31 Oktober 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set Berkas
Hal . Tanggapan Permohonan Data
Penelitian a/n Sdr. Nadia Demonika
Putri

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau

Jalan HR. Soebrantas No.155 Km 15, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru

Menunjuk surat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kota
Pekanbaru Nomor: 071/BKBP-SKP/2060/2022 tanggal 15 September 2022 Perihal
Surat Keterangan Penelitian atas rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-
RISET/50410 tanggal 14 September 2022 Perihal: Pelaksanaan kegiatan penelitian
riset/prariset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi atas surat Saudara terkait
izin penelitian mahasiswa Saudara atas nama Sdr. Nadia Demonika Putri - Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, terlampir kami sampaikan data sebagai materi pendukung penelitian dan
penulisan skripsi dimaksud.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala OJK Provinsi Riau

Muhamad Lutfi

0OJK-211022-216832

Jalan Arifin Ahmad No. 35 Marpoyan Damai Pekanbaru
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Ji Komp. K.
Jl. Jend. Sudirman No, 489 Teip. (0761) 38064 Fax. (0761 J39117PEKANBA RU
Email : dpmptsp@n’nu.go.id

I
Nomor : 503 DPMPTSP/NON IZIN-RISET 50417
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPS}

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pela
Permohonan  Risel  gagi . Dekan Faku

1. Nama NADIA DEMONIKA PUTRI

2. NIM/ KTP 11820725110

3. Program Studi ILMU HUKUM

4. Jenjang 8t

5. Alamat PEKANBARU

6. Judul Penelitian PERLINDUNGAN HUKUM TERH,

ADAP PENAWARAN SECARA ONLINE KEPADA
CALON KONSUMEN MELALAUI SARANA KOMUNIKASI PERIBAD) TANPA
PERSETUJUAN KONSEUMEN DI TINJAY DARI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022 PASAL

25 YAT 1 DIKOTA PEKANBARU
KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA PEKANBARU

7. Lokasi Penelitian
Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan Yang menyimpang dari ketentyan
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian gan Pengumpulan Data in
tanggal rekomendasi ini diterbitkan,
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemud
Penelitian dan Pengumputan Data dimaksud.

yang telah ditetapkan
| berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mufai

ahan sera membanty kelancaran kegiatan
Demikian rekomendasi ini dibua untuk dipergunakan seperlunya.

'Y
Dibuat di . Pekanbary
PadaTanggal : 14 September 2022

DP@ DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TSP PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
e PROVINS! RIAU

Tembusan :

D

isampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatyan Bangsa dan Poiitik Provinsi

Riau di Pekanbary
2. Walikota Pekanbary
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbary
3. Dekan Fakuyltag Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbary
4. Yang Bersangkutan
w~
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Nadia Demonika Putri lahir di Minas tanggal 23 Maret
2000, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara pasangan
Bapak Mapilyandra dan Ibu Martita. Penulis menyelesaikan
Pendidikan Formal Sekolah Dasar di SD Negeri 001 Minas
Jaya tahun 2012. Pada tahun 2015 penulis menyelesaikan
Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama di MTS Sumatra
Thawalib  Parabek Bukittinggi dan  menyelesaikan
Pendidikan Menengah Atas dengan jurusan llmu
engetaﬂuan Sosial (IPS) di SMAN 1 MINAS pada tahun 2018.

TahLﬁl 2018 penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi di

efey

ui siny

E,-Jnlversnas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan lulus di Fakultas Syariah

u

gan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum. Pada bulan Februari 2021, penulis

Melaksanakan Kerja Praktek Lapangan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang

Q

§'ibimbing oleh Ibu Dr. Jenita, SE, MM. Bulan Juli - Agustus 2021 penulis
§19ngikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan

Q.
Minas. Penulis dinyatakan lulus ujian sarjana pada tanggal 04 Januari 2023

3
8engan %ﬁudul Tugas Akhir “Pelaksanaan Telemarketing Dalam Lembaga

0]

Eembia&aan Di Tinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

ey

8/Pojk. 67/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor

c

éasa Keuangan Di Kota Pekanbaru” dengan dosen pembimbing Hj. Nur’aini

=

sahu, SE,MH dan Irfan Ridha, SH. MH
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